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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik 

dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berupayakan 

optimali memenuhi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat 

pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. 

Diharapkan penyajian LKjIP ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar 

lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa 

mendatang. 

 

 

 

       Medan,   11 Maret   2025                          
       KEPALA DINAS PENDIDIKAN 
       PROVINSI SUMATERA UTARA, 
 
 

 
 

       Ir. ABDUL HARIS LUBIS, M.Si 
       PEMBINA UTAMA MADYA 
       NIP. 196609091993031006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan 

kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal 

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, 

menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).  

Penyusunan LKJIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan 

sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian 

kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan 

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja. 

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur 

organisasi dan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara : 
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1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
 
 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Uraian    Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 

        Berdasarkan Bab VI Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Uraian  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan 

Tata Kerja sebagai berikut : 

 

1. Tugas 
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas. 

2. Fungsi 

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Utara, melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus; 

b) Pembinaan,  pelaksanaan  dan pengembangan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus; 
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c) Pelaksanaan  kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus; 

d) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 
pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 

e) Pengelolaan, pembinaan pengembangan tenaga pendidikan dan kependidikan; 
f) Perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan rehab 

sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus;  
g) Perumusan, penyusunan,  pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum 

muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
h) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban pendanaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
i) Perencanaan, penetapan, evaluasi dan pengembangan Standar kompetensi 

lulusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
j) Perencanaan, penetapan, evaluasi dan pengembangan Standar proses 

pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
k) Perencanaan, penetapan, evaluasi dan pengembangan Standar penilaian 

pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
l) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan pendidikan vokasi 

pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
m) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kemitraan dan 

penyelarasan antara kurikulum dengan dunia  usaha dunia industri pendidikan 
menengah kejuruan; 

n) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan ekonomi kreatif,  
teaching factory, pembentukan Lembaga Sertifikasi  Profesi P1 (LSP P1) dan 
kewirausahaan  pada    pendidikan menengah kejuruan; 

o) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan ekonomi kreatif dan 
kewirausahaan pada  pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 

p) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan  pendidikan wawasan, 
kepemimpinan dan  karakter kebangsaan  pada    pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus; 

q) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan prestasi akademik dan 
non akademik pada  pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 

r) Pengelolaan administrasi Dinas Pendidikan; dan 
s) Pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. 

 

3. Uraian Tugas 

Kepala Dinas : 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a) Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi; 
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi; 
c) Melaksanakan dan mengembangkan koordinasi, kerja sama,  dan kemitraan 

dengan perangkat daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan menengah 
dan pendidikan khusus, dunia usaha dunia industri, dan pemangku kepentingan 
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penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus; 
d) Mengendalikan, membina dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Pendidikan; 
e) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;   
f) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;  
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan  
h) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Pendidikan. 
 

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Dinas dibantu : 
1) Sekretariat. 
2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 
3) Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan. 
4) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus. 
5) Bidang Pembinaan dan Ketenagaan. 
6) 14 (empat belas) Cabang Dinas Tipe A. 
7) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

1.3 Anggaran  

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 

Tabel 1.1 Perbandingan DPA Murni, DPPA Pergeseran I & DPA Perubahan Tahun 2024 

Sumber Tahun Jumlah 

(1) (2) (3) 

APBD Murni Tahun 2024 Rp. 3.577.914.384.391 

APBD Pergeseran l Tahun 2024 Rp. 3.564.741.530.855 

APBD Perubahan Tahun 2024 Rp. 3.637.786.456.789 
 

Sumber : DPA Dinas Pendidikan Provsu Tahun 2024 

. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 bersumber dari APBD 

Murni sebesar Rp. 3.577.914.384.391,dan bersumber dari APBD Pergeseran l sebesar Rp. 

3.564.741.530.855 serta bersumber dari APBD Perubahan sebesar Rp. 3.637.786.456.789 

 

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

Adapun  permasalahan  pelayanan  pendidikan  Provinsi Sumatera  Utara  dapat 

dijabarkan pada tabel berikut ini : 
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1. Belum maksimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

sekolah sebagai akar masalah dari Pagu Anggaran Belum Maksimal. 

2. Kualitas dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik produktif di bidang keahliannya 

masih kurang sebagai akar masalah dari Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas 

pendidik SMK dari dana APBD belum maksimal. 

3. Keterbatasan kemampuan biaya Pendidikan dan informasi bantuan Pendidikan 

sebagai akar masalah dari Tingkat Kemiskinan Sebagai Akibat Ekonomi yang 

kurang dan Rendahnya kesadaran/ partisipasi Masyarakat atau orang tua 

terhadap pentingnya pendidikan anak 

4. Belum optimalnya ketersambungan antara profil lulusan pendidikan di Sumatera 

Utara dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha sebagai akar masalah 

dari Belum maksimalnya kerjasama antara dunia usaha dan SMK, Lemahnya 

integrasi kurikulum dengan kebutuhan pasar/dudi, dan Belum optimalnya 

roadmap vokasi. 

5. Belum optimalnya pembangunan perpustakaan sekolah dan pengembangan 

sarana prasarana perpustakaan sekolah sebagai akar masalah dari Selain pagua 

anggaran yang belum maksimal, titik lokasi pembangunan perpustakaan di 

sekolah-sekolah tertentu belum memadai (lahan tidak tersedia). 

Dari telaah peluang dan tantangan, secara umum dapat dikemukakan isu strategis bidang 

pendidikan adalah belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dan 

secara khusus isu dan permasalahan pendidikan di Sumatera Utara dapat ditemukan 

dalam pelaksanaan kegiatan oleh setiap bidang (unit kerja) Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara, antara lain: 

Isu Pendidikan bidang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan. 

Fakta :  

1. Peran  dunia  usaha  dalam  pembangunan  pendidikan  masih  rendah  sementara 

Sumatera Utara memiliki cukup banyak perusahaan dan industri, Dana Social 

Corporate Responsibility (CSR) perusahaan belum optimal untuk dilimpahkan ke 

pembangunan sektor Pendidikan. 

2. Tidak tersambungnya profil lulusan pendidikan di Sumatera Utara dengan 

kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia industry yang disebabkan Belum adanya 

link and macth antara sekolah menengah kejuruan dengan industri usaha. 

3. Kerjasama lembaga masyarakat yang bergerak dalam pendidikan seperti Dewan 

Pendidikan, PGRI, dsb masih belum bersinergi dengan baik dan masih belum 

memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan Pendidikan. 
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4. Pembangunan   pendidikan   di   Sumatera   Utara   harus   didukung   oleh   peran 

masyarakat mengingat masih kompleksnya masalah pendidikan sementara 

anggaran yang terbatas. 

5. Peran komite sekolah masih belum optimal dalam pembangunan Pendidikan. 

6. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah 

dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi. 

 

Isu Kualitas  dan  Kompetensi  Yang  Dimiliki  Oleh  Guru-Guru  Sekolah Negeri dan 

Swasta Masih Rendah. 

Fakta :  

1. Secara  rata-rata  kemampuan  teknis  Guru  masih  relatif  rendah,  baik  dalam 

penguasaan bahan ajar hingga penguasaan metode pembelajaran, Kemampuan 

teknis  Guru  yang  relatif telah memadai dalam penguasaan bahan ajar dan 

penguasaan metode pembelajaran umumnya masih terdapat di daerah perkotaan 

dan terbatas di sekolah-sekolah favorit dengan uang sekolah yang relative mahal. 

2. Distribusi guru yang tidak merata, Penyebaran guru-guru sesuai 

bidang/kompetensinya belum merata di daerah. 

3. Masih kurangnya SDM (guru) SMK yang mempunyai kompetensi yang baik di 

bidang keahliannya karena Tidak adanya diklat peningkatan kompetensi guru 

khusus SMK dan tidak adanya lembaga pemerintah yang memproduksi guru 

khusus SMK. 

4. Masih kurangnya Pendidik di SLB yang mempunyai kompetensi atau latar belakang 

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus karena Tidak adanya Lembaga Pendidikan  

Tenaga Kependidikan yang Mempunyai fakultas pendidikan khusus. 

5. Kurangnya kompetensi  lulusan SLB dari sisi  keterampilan/skill dikarenakan 

kurangnya Guru keterampilan yang mengajar di SLB. 

Isu Kualitas sarana prasarana Pendidikan  

Fakta:  

1. Tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah  

yang disebabkan oleh Otonomi daerah dan peralihan kewenangan dari 

kabupaten/kota ke provinsi. 

2. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan kurang fokus pada program keahlian 

yang sesuai dengan industri pendukung di daerahnya masing masing. 

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak berkebutuhan 

khusus di Sekolah Luar Biasa  dikarenakan  Masih rendahnya identifikasi 
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kebutuhan untuk sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang 

sesuai dengan ketunaannya  

 

Pengelolaan  dan  Pemuktahiran  Data  Pendidikan  di  Provinsi  Sumatera Utara  

Fakta:  

Kegiatan pendataan bidang  pendidikan belum menunjukkan  kondisi  yang  memuaskan, 

Faktor  –  faktor penyebabnya  antara  lain adalah:  

1. Masalah SDM Pendataan Pendidikan yang sering berganti. 

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana. 

3. Kemampuan teknis operator bagian pendataan yang masih minim. 

4. Anggaran yang sangat minim dalam pemuktahiran data Pendidikan. 

5. Waktu yang tidak tepat dalam pendataan beserta penyerahan laporannya. 

6. Status kepegawaian pendata pendidikan masih banyak  yang    berstatus sebagai 

pegawai honor, Konsekuensi  logis  status pegawai honor adalah tingginya 

pergantian SDM  di bagian pendataan   karena SDM  frekuensi    keluar masuk serta 

mutasi   pegawai honor yang  relatif tinggi, Setiap dilaksanakannya kegiatan 

pelatihan maupun work shop  yang berkaitan dengan pendataan,  SDM  yang  hadir  

selalu  silih  berganti  meskipun  kegiatan  yang dilaksanakan merupakan  lanjutan  

dari  kegiatan  sebelumnya,  Kondisi  ini mempengaruhi  kinerja  capaian kinerja 

dalam peningkatan kapasitas SDM Pendataan Pendidikan. 

7. Masalah  mutasi  pegawai,  termasuk  staf  yang  menangani  pendataan  cukup 

mengganggu proses pengelolaan data, terjadinya  mutasi  pegawai  yang  

menangani  pendataan pendidikan  disebabkan   karena kebijakan  pimpinan  yang  

berwenang,  Sering  terjadi pergantian staf pada saat staf tersebut belum mantap 

dan harus mengajarkan kembali kepada staf yang baru. 

8. Proses  pendataan  pendidikan  sejak  dari  mulai  entri  data,  pengolahan  data, 

pembuatan laporan data  pendidikan dan proses pengiriman data, Dalam  hal 

tingkat  pengoperasianya SDM  pengelola  di  satuan pendidikan  mempunyai 

tingkat    penguasaan teknologi-informasi dan komunikasi  nya    TIK    sangat 

beragam  sehingga    pemenuhan  kebutuhan  data    yang dibutuhkan untuk 

menilai progres pembangunan pendidikan masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan  laporan  data pendidikan  meskipun  sebagian  data  pendidikan  yang  

ada  sudah memenuhi kebutuhan untuk laporan capaian    kemajuan 

pembangunan bidang pendidikan, Kebutuhan dalam  hal  ini  adalah kebutuhan 

data  itu sendiri,  atau kebutuhan dalam bentuk format-format pelaporan. 
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Pendidikan Karakter  

Fakta :  

Permasalahan pendidikan karakter  merupakan  isu  nasional  yang  penting  mendapat 

perhatian  serius  di  Sumatera  Utara,  Untuk  itu  diperlukan  strategi  yang tepat untuk 

menyusun program  pendidikan  karakter  yang  sesuai  dengan  latar belakang  budaya 

dan sejarah  serta dinamika masyarakat Sumatera Utara, Permasalahannya, antara lain:  

1. Belum adanya paket atau model-model pendidikan karakter yang berasal dari 

kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara. 

2. Belum  adanya  desain  kurikulum  muatan  lokal  yang  diarahkan  pada  pendidikan 

karakter yang khas sesuai   budaya   masyarakat   Sumatera   Utara   yang 

multikultural,  Muatan lokal  pendidikan  karakter  berdasarkan  warisan  sejarah 

lokal, nasional dan internasional yang  ada  di  Sumatera  Utara  untuk  memberikan 

rasa  percaya diri,  kebanggaan dan memperkuat jiwa nasionalisme anak didik. 
 

Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan dan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan  

Fakta :   

1. Belum tersedianya peraturan perundangan turunan dari Undang-undang di 

bidang Pendidikan. 

2. Masih kurangnya perhatian kesejahteraan pada guru-guru di daerah  terdepan, 

terpencil dan rawan bencana. 

3. Masih  adanya  kelompok  masyarakat  miskin  yang  belum  memperoleh  akses 

Pendidikan. 

4. Masih adanya tenaga pendidik tidak relevan dengan latar belakang Pendidikan. 

5. Belum tampaknya peningkatan kinerja guru dan dosen yang tersertifikasi. 

6. Tingginya disparitas angka partisipasi antar wilayah. 

7. Tingginya disparitas Rasio guru terhadap peserta didik antar wilayah. 

8. Terjadinya Disparitas kualifikasi guru. 

9. Masih terdapat ketidakmerataan bantuan pendidikan terhadap lembaga 

pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat. 

10. Masih terdapat tingginya disparitas kategori satuan pendidikan dan   antar 

wilayah. 

11. Kualitas tenaga terampil menengah lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan 

lapangan kerja. 

12. Pengembangan      kreativitas     belum      mendapatkan      perhatian      dalam 

penyelenggaraan Pendidikan. 
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13. Masih terdapat biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat miskin. 

14. Belum  optimalnya  penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  dan  kerangka 

pengeluaran jangka menengah. 

15. Rendahnya  kontribusi  dunia  usaha  dan  dunia  industri  dalam  pengembangan 

pendidikan dan penelitian. 

16. Belum selarasnya program keahlian dengan kebutuhan lapangan kerja. 

17. Kurangnya  komitmen  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi  ketentuan  

anggaran fungsi pendidikan 20% dari belanja daerah. 

18. Rendahnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pembangunan Pendidikan. 

19. Sinergi antar Dinas Pendidikan se Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan. 

20. Pemanfaatan  sumberdaya  yang  terkait  dalam  pembangunan  pendidikan masih 

rendah. 

1.5 Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera ini disusun berdasarkan 

beberapa dasar hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah 

Daerah. 

6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 

Nomor 9). 

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, 

Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29). 
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1.6 Sistematika Laporan Kinerja 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2024 adalah : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus 

pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama 

(strategic issued) yang sedang dihadapi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan 

hasil pengukuran kinerja organisasi.  
 

 3.2 Realisasi Anggaran 

 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian 

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN  

1 Perjanjian Kinerja. 

2 Lain-lain yang dianggap perlu. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatkan kualitas 

pendidikan dan mewujudkan masyarakat yang terpelajar, cerdas, berkarakter, berdaya 

saing, dan mandiri, dengan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 

melalui perumusan kebijakan, pengelolaan manajemen pendidikan menengah, 

pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 

serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.  

➢ Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatnya Pemerataan 

Akses dan Kualitas Pendidikan  

➢ Berikut 6 (enam) Indikator Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang 

berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 yang terdiri dari : 

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS),  

2. Harapan Lama Sekolah (HLS),  

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat,  

4. Angka Partisipasi MurnI (APM) SM Sederajat,  

5. Persentase Guru SMA/LB Bersertifikasi,  

6. Persentase Guru SMK Bersertifikasi. 

❖ DEFENISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BESERTA PENJELASAN RUMUS/FORMULA 
PENHITUNGAN 

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS), merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun 
keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang 
mengulang).-<sumber: https://data.go.id/dataset/dataset/rata-rata-lama-sekolah> 

Formula/Rumus Penghitungan : 

 

 

 

 

 RLS =       X *  X.  

RLS = (1/n) * Σ xi 
• n : adalah jumlah penduduk usia tertentu (misalnya 25 tahun ke atas).  

• xi: adalah jumlah tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk ke-i.  

• Σ: adalah notasi sigma yang berarti penjumlahan dari i=1 hingga n. 

 Sumber Data : 
BPS 

notasi sigma yang berarti 

penjumlahan dari i=1 hingga n. 
1/jumlah penduduk usia 

tertentu    (misalnya 25 tahun 

ke atas) 

jumlah tahun sekolah yang 

ditempuh oleh penduduk 

ke-i 
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2. Harapan Lama Sekolah (HLS), merupakan Angka yang memperkirakan berapa lama 
penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menempuh pendidikan di masa depan, 
menurut data terbaru. <sumber: Portal satu data Indonesia harapan-lama-sekolah> 

 

 

 

 

 

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM Sederajat, dijelaskan sebagai perbandingan antara 
jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan (dalam hal ini SMA/MA/SMK 
atau sederajat) dengan jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya berada di jenjang 
tersebut, tanpa memandang usia siswa tersebut. <Sumber Bps & portal satudata Indonesia> 

 

 

4. Angka Partisipasi MurnI (APM) SM Sederajat, dijelaskan sebagai perbandingan antara 
jumlah siswa usia sekolah (16-18 tahun) yang bersekolah di SM sederajat dengan jumlah 
penduduk usia yang sama, dinyatakan dalam persen. <Sumber Bps & portal satudata Indonesia> 

 

 

 

5. Persentase Guru SMA/LB Bersertifikasi, adalah ukuran yang menunjukkan proporsi guru 
di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang telah memiliki sertifikat pendidik. 
<sumber (Kemendikbudristek)> 

 

 

6. Persentase Guru SMK Bersertifikasi, adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan 
antara jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pendidik dengan total jumlah guru SMK, 
dinyatakan dalam bentuk persentase. <sumber (Kemendikbudristek)> 

 
 

 

        

 

 

HLS = Σ (Proporsi Siswa pada Usia x  *) * (Lama Waktu Belajar pada Jenjang x) 

Σ: Sigma, menandakan penjumlahan untuk semua kelompok umur dan jenjang pendidikan 

X : Proporsi Siswa pada Usia (Porsi penduduk pada usia tertentu yang bersekolah di jenjang tertentu.  

X : Lama Waktu Belajar pada Jenjang ( Berapa tahun waktu belajar yang dibutuhkan pada jenjang tertentu (misalnya 

SD, SMP, SMA). ) 

APK SM/Sederajat =  (Jumlah siswa SMA/sederajat, tanpa memandang usia) / (Jumlah  

           penduduk usia 16-18 tahun) x 100%  

APM = jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di SM Sederajat 

                     Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun 
X 100 % 

Guru SMA/LB Bersertifikasi = Jumlah Guru SMA/LB Bersertifikasi 

    Jumlah Seluruh Guru SMA/LB                     
X 100 % 

Guru SMK Bersertifikasi = Jumlah Guru SMK Bersertifikasi 

    Jumlah Seluruh Guru SM                     X 100 % 
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Adapun Tabel indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut 

Tabel 2.1  

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode  

Rencana Strategis (Renstra) 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

KONDISI 

AWAL 

TAHUN 

2023 

TARGET 
TAHUN 

2024 

TARGET 
TAHUN 

2025 

TARGET 
TAHUN 

2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Peningkatan 

Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia  

 

Meningkatnya 

Pemerataan 

Akses dan 

Kualitas 

Pendidikan  

 

Rata-rata 

Lama Sekolah  

9,82 9,91 10,01 10,11 

Harapan Lama 

Sekolah  

13,38 13,56 13,68 13,81 

APK SM  
Sederajat 

100 97,44 98,14 99,14 

APM SM  
Sederajat 

83,61 71,49 73,19 82,61 

Persentase  
Guru SMA/LB  
bersertifikasi 

61,30 56,10 57,40 58,70 

Persentase  
Guru SMK  
bersertifikasi 

49,80 42,70 43,40 44,10 

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 - 2026 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempunyai Tujuan Perluasan Akses  dan 

Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus, Dimana sasaran Meningkatnya 

Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dengan beberapa indikator disediakan  pada 

satuan persentase, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Cakupan dari 6 (enam) Indikator kinerja) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang 

berkaitan dengan target kinerja dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2026 yaitu  dapat 

diukur dimulai dari Rata-rata Lama Sekolah dengan target menurut kondisi awal yakni tahun 

2023 dan dilanjutkan dengan tahun 2024, 2025 dan 2026 memiliki target persentase 9,82 %, 

9,91%, 10,01% dan 10,11%; Selanjutnya Harapan Lama Sekolah dengan target menurut 

kondisi awal yakni tahun 2023 dan dilanjutkan dengan tahun 2024, 2025 dan 2026 memiliki 

target persentase 13,38%, 13,56%,13,68%, dan 13,81%; APK SM Sederajat dengan target 

97,44%, menurut kondisi awal yakni tahun 2023 dan dilanjutkan dengan tahun 2024, 2025 dan 

2026 memiliki target persentase : 100%, 97,44%, 98,14% dan 99,14%; APM SM Sederajat 

dengan target 71,49, menurut kondisi awal yakni tahun 2023 dan dilanjutkan dengan tahun 
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2024, 2025 dan 2026 memiliki target persentase : 83,61%, 71,49%, 73,19%, dan 82,61%; Guru 

SMA/LB bersertifikasi dengan target menurut kondisi awal yakni tahun 2023 dan dilanjutkan 

dengan tahun 2024, 2025 dan 2026 memiliki target persentase : 61,30%, 56,10%, 57,40%, dan 

58,70%; Guru SMK bersertifikasi menurut kondisi awal yakni tahun 2023 dan dilanjutkan 

dengan tahun 2024, 2025 dan 2026 memiliki target persentase : 49,80%, 42,70%,43,40%, dan 

44,10%. 

 

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai 

kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2024 : 
 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 

Target Kinerja 
Pada Tahun 

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Peningkatan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia  

 

Meningkatnya 

Pemerataan Akses 

dan Kualitas 

Pendidikan  

 

Rata-rata Lama Sekolah 
9,91 

Harapan Lama Sekolah 
13,56 

APK SM Sederajat 97,44 

APM SM Sederajat 71,49 

Persentase Guru SMA/LB 
bersertifikasi 

56,10 

Persentase Guru SMK 
bersertifikasi 

42,70 

                                 Sumber : Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

 

 Berdasarkan  tabel diatas dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan memiliki tujuan yaitu 

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran untuk meningkatnya Pemerataan 

Akses dan Kualitas Pendidikan. 

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki 6 (enam) Indikator 

kinerja) yang berkaitan dengan target kinerja pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut : 

Rata-rata Lama Sekolah dengan target 9,91 %, Harapan Lama Sekolah dengan target 13,56 %, 

APK SM Sederajat dengan target 97,44%, APM SM Sederajat dengan target 71,49%, Guru 

SMA/LB bersertifikasi dengan target 56,10% dan Guru SMK bersertifikasi 42,70%. 
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2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan 

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan 

yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut 

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan 

yang tidak terarah. 

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Murni Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 

Target Kinerja 
Pada Tahun 

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Peningkatan 
Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia 

Meningkatnya 
Pemerataan 
Akses dan 
Kualitas 
Pendidikan 

Rata-rata Lama Sekolah 9,91 

Harapan Lama Sekolah 13,56 

APK SM Sederajat 97,44 

APM SM Sederajat 71,49 

Persentase Guru 
SMA/LB bersertifikasi 

56,10 

Persentase Guru SMK 
bersertifikasi 

42,70 

 Sumber : Perjanjian Kinerja  Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 
 

Dijelaskan dalam tabel tentang Perjanjian Kinerja Murni Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2024 diatas bahwa Dinas Pendidikan memiliki tujuan yaitu 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran untuk meningkatnya 
Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. 

 
Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki 6 (enam) Indikator 

kinerja) yang berkaitan dengan target kinerja pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut 

: Rata-rata Lama Sekolah dengan target 9,91 %, Harapan Lama Sekolah dengan target 13,56 

%, APK SM Sederajat dengan target 97,44%, APM SM Sederajat dengan target 71,49%, Guru 

SMA/LB bersertifikasi dengan target 56,10% dan Guru SMK bersertifikasi 42,70%. 
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Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 

Target Kinerja 
Pada Tahun 

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Perluasan Akses  
dan Peningkatan  
Mutu Pendidikan  
Menengah dan  
Khusus 

Meningkatnya 
Keterjangkauan 
Akses Belajar 

Rata-rata Lama Sekolah 9,91 

Meningkatnya 
ketersediaan Akses 
Pembiayaan dan 
Layanan Pendidikan 

Harapan Lama Sekolah 13,56 

Meningkatnya 
Kualitas dan Mutu 
Pendidikan 

Persentase capaian SPM 
Pendidikan Menengah 

70,5 

Sumber : Perjanjian Kinerja PerubahanDinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal 

SPM Pendidikan diukur melalui berbagai indikator kinerja yang menjadi acuan 
pemerintah daerah, seperti: Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Kemampuan Literasi dan 
Numerasi. Cara menghitung Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan bergantung pada 
konteks yang Anda maksud. Untuk SPM Pendidikan sebagai penilaian kualitas layanan di 
daerah, Anda perlu melihat Indikator Prioritas yang ada di Rapor Pendidikan daerah dan 
satuan pendidikan berdasarkan Permendagri 59/2021. Sedangkan untuk perhitungan poin 
akademis di beberapa program, seperti di Malaysia, digunakan skala 120 poin dari 8 mata 
pelajaran, dengan bobot nilai mata pelajaran inti dan mata pelajaran lain yang 
tersisa.  (sumber:Rapor Pendidikan/Kepmendikbudristek No.32 tahun 2022) 

 
Dapat dijelaskan pada table 2.4  tentang Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan tujuan sebagai Perluasan Akses dan 
Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus serta mempunyai 3 (tiga) sasaran 
dengan 3 (tiga) Indikator terhadap target kinerja pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut 
: 
1. Sasaran pertama, Meningkatnya ketersediaan Akses Pembiayaan dan Layanan Pendidikan 

dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%,  

2. Sasaran Kedua, Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator kinerja 

Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5%,  

3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya ketersediaan Akses Pembiayaan dan Layanan Pendidikan 

dengan indikator kinerja Harapan Sekolah memiliki target 13,56%,  

https://www.google.com/search?sca_esv=de3ec7a2649b146b&cs=1&sxsrf=AE3TifNhD7GiEg315eBpe1pjgu5iiCTZKw%3A1757577301524&q=Rapor+Pendidikan&sa=X&ved=2ahUKEwjr4MXVndCPAxWKjGMGHeMmKZcQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfAF3tquFEuKFJX8TlfTjk5HoUoN5_0CvA8-PCwcKtk0Zi3nbMbNqibgnflnIr_yG_KB98fUvQFFjpM0dUMEaF0fgKSvK7ERwmYUc3CBbJQCU5gX-BZ0c_EXus2R6GMIIw6_HJTl0qbM7ntwhZRTRkJRbRU_hjrIPUClyVunYhtuzv3m9YtUi4ypGy6CwUqsEzPveSv36AuMs8NMcR2Pi_dChbPtldwfd_5zZZFmU4vPr5ThfjIUOI7MqTDok4HHdqoMEtshLc4ucZCVt3YIM_5z&csui=3
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Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub 

kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara : 

 

Tabel 2.5 

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

No 
Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Perwakilan 
Kab/Kota Mengikuti 
Seleksi ke Tingkat 
Nasional  

100 % 

 PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembinaan Minat, Bakat Dan 
Kreativitas Siswa 

Terlaksananya Pembinaan 
Minat, Bakat Dan 
Kreativitas Siswa 

100 % 

 
Pengadaan Mebel Sekolah 

Terlaksananya Pengadaan 
Mebel Sekolah 

% 

 
Pembinaan Kelembagaan Dan 
Manajemen Sekolah Menengah 
Atas 

Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan Dan 
Manajemen Sekolah 
Menengah Atas 

100 % 

 
Pengelolaan Dana BOS Sekolah 
Menengah Atas 

Terlaksananya 
Pengelolaan Dana BOS 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun  

 Penyediaan Infrastruktur TIK Terlaksananya 
Penyediaan Infrastruktur 
TIK 

1 Tahun 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 
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Pembinaan Minat, Bakat Dan 
Kreativitas Siswa 

Terlaksananya Pembinaan 
Minat, Bakat Dan 
Kreativitas Siswa 

100 % 

 
Pengadaan Mebel Sekolah 

Terlaksananya Pengadaan 
Mebel Sekolah 

0 % 

 
Pembinaan Kelembagaan Dan 
Manajemen Sekolah Menengah 
Kejuruan 

Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan Dan 
Manajemen Sekolah 
Menengah Kejuruan 

100 % 

 
Pengelolaan Dana BOS Sekolah 
Menengah Kejuruan 

Terlaksananya 
Pengelolaan Dana BOS 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun  

 
Penyediaan Infrastruktur TIK 

Terlaksananya 
Penyediaan Infrastruktur 
TIK 

0 Tahun 

 
PENGELOLAAN SEKOLAH 
PENDIDIKAN KHUSUS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Khusus 

1 Tahun 

 
Pembinaan Minat, Bakat Dan 
Kreativitas Siswa 

Terlaksananya Pembinaan 
Minat, Bakat dan 
Kreativitas Siswa 

100 % 

 
Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah Pendidikan 
Khusus 

Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah 
Pendidikan Khusus 

100 % 

 Pengelolaan Dana BOS 
Pembinaan Sekolah Pendidikan 
Khusus 

Terlaksananya Pengelolan 
Dana BOS Sekolah 
Pendidikan Khusus 

1 Tahun 

3 PROGRAM PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 

Terlaksananya Program 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

1 Tahun 

 

Pemindahan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Lintah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Provinsi 

Terlaksananya 
Pemindahan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 
Lintah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Provinsi 

1 Tahun 

 Penataan Pendistribusian 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Satuan Pendidikan 

Terlaksananya Penataan 
Pendistribusian Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 

1 Tahun 
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Menengah dan Pendidikan 
Khusus 

Satuan Pendidikan 
Menengah dan 
Pendidikan Khusus 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH I (MEDAN DAN DELI 
SERDANG) 

  

 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

TERLAKSANANYA 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN  

1 Tahun 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan  

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang disediakan 

12 Bulan 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

1 Tahun 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

1 Tahun 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

1 Tahun 
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PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
KHUSUS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Khusus  

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

1 Tahun 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH II (BINJAI DAN 
LANGKAT) 

  

 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

TERLAKSANANYA 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN  

100 % 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang disediakan 

12 Bulan 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

100 % 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

1 Tahun 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

1 Tahun 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
KHUSUS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Khusus  

1 Tahun 
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Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

 

1 Tahun 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH III (SERDANG BEDAGAI 
DAN TEBING TINGGI) 

  

 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

TERLAKSANANYA 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN  

100 % 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

1 Tahun 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang disediakan 

12 Bulan 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Perwakilan 
Kab/Kota mengikuti 
seleksi ke tingkat Nasional 

100 % 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH IV (KARO, DAIRI dan 
PAK-PAK BHARAT) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 
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PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH V (BATU BARA, 
KISARAN DAN TANJUNG BALAI) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 
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Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH VI (PEMATANG 
SIANTAR DAN SIMALUNGUN) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
yang mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 
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PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH VII (LABUHAN BATU 
UTARA, LABUHAN BATU DAN 
LABUHAN BATU SELATAN) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 
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Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH VIII (TOBA DAN 
SAMOSIR) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 
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 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH IX (HUMBANG 
HASUNDUTAN DAN TAPANULI 
UTARA) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
KHUSUS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Khusus 

1 Tahun 
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Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH X (SIBOLGA DAN 
TAPANULI TENGAH) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

  Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 
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 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH XI (TAPANULI 
SELATAN, PADANG SIDIMPUAN 
DAN MANDAILING NATAL) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63, 90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH XII (PADANG LAWAS 
UTARA DAN PADANG LAWAS) 
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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
Yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH XIII (GUNUNG SITOLI, 
NIAS DAN NIAS UTARA) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 
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Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

- 

 CABANG DINAS PENDIDIKAN 
WILAYAH XIV (NIAS SELATAN 
DAN NIAS BARAT) 

  

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

100% 

 
 

Presentase Kehadiran 
Pegawai 

100% 

  Predikat SAKIP BB 

 
ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH 

Terlaksananya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

12 Bulan 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase Kecamatan 
yang Mempunyai Sekolah 
Menengah 

98,74% 

 
 

Persentase Bangunan 
Sekolah Dengan Kondisi 
Baik 

63,90% 

 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 

Terlaksananya 
Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

1 Tahun 

 
Pembangunan Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah 

Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

                                 -  

 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024  
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban 

amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan 

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan 

Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. 

        Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 

Dapat dijelaskan pada tabel 3.1  tentang Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja pada Dinas 
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 
(tiga) Indikator Kinerja terhadap target kinerja pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut : 
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tabel 3.1  tentang Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja 

 

1. Sasaran Strategis pertama, Meningkatnya Keterjangkauan Akses Belajar dengan indikator 

kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%, dengan realisasi 9,93% terhadap 

capaian sebesar 100,20% , indikator kinerja Harapan Lama Sekolah memiliki target 

13,56%, dengan realisasi 13,49% terhadap capaian sebesar 99,49%  (Sumber dari data 

BPS) 

2. Sasaran Strategis Kedua, Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator 

kinerja Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5 %, dengan 

realisasi 63,10% terhadap capaian sebesar 89,50%  (Sumber dari data BPS) 

 
 

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun (2024) 

Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 (%) 5 (%) 6=5/4 (%) 

1 Meningkatnya Akses 
dan Layanan 
Pendidikan 

Rata-rata Lama 
Sekolah 
 

9,91 9,93 100,20 

Harapan Lama 
Sekolah 
 

13,56 13,49 99,48 

2 Meningkatnya Kualitas 
dan Mutu Pendidikan 

Persentase capaian 
SPM Pendidikan 
Menengah 

70,5 63,10 89,50 

 

 

No Sasaran  Strategis Indikator Kinerja 

Target 
2024 
(%) 

Realisasi 
2024 (%) 

Capaian 
2024 (%) 

Sumber 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= 5/4x100% 7 (Sumber data) 

 1 
 

 
 
 

 
2 

Meningkatnya Akses 
dan Layanan 
Pendidikan 

Rata-rata Lama 
Sekolah 

9,91 9,93 100,20 
 

BPS 

Harapan Lama 
Sekolah 

13,56 13,49 99,49 BPS 

Meningkatnya 
Kualitas dan Mutu 
Pendidikan 

Persentase 
capaian SPM 
Pendidikan 
Menengah 

70,5 63,10 89,50 
Raport 

Pendidikan 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun 2023 (2024-1) 

Realisasi 

1 2 3 4 (%) 

1 Meningkatnya Akses dan mutu 
pendidikan Sekolah Menengah 
dan Khusus 

APK SM Sederajat 105 

APM SM Sederajat 74,45 

2 Meningkatkan kualifikasi dan 
kompetensi pendidik jenjang 
Pendidikan Menengah dan 
Khusus 
 

Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi 
akademik minimal S1/D4 

13,48 

Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi 61,30 

Persentase Guru SMK berkualifikasi 
akademik minimal S1/D4 

49,80 

Persentase Guru SMK bersertifikasi 
capaian SPM Pendidikan Menengah 

41,75 

Tabel 3.2 realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

 

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya 

atau tahun 2023 diuraikan dalam penjelasan dibawah ini : 

Pada Tahun 2024 memiliki 2 (Dua) sasaran strategis mencakup 3 (Tiga) indikator 

kinerja diantaranya, sasaran strategis pertama tersebut ada Meningkatnya Akses dan layanan 

pendidikan dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%, dengan 

realisasi 9,93% terhadap capaian sebesar 100,20% dan Harapan Lama Sekolah memiliki target 

13,56%, dengan realisasi 13,49% terhadap capaian sebesar 99,48%; Sasaran Kedua, 

Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator kinerja Persentase capaian 

SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5 %, dengan realisasi 63,10% terhadap capaian 

sebesar 89,50% . sedangkan Pada Tahun 2023 memiliki 2 (satu) sasaran strategis mencakup 6 

(enam) indikator kinerja diantaranya, sasaran strategis tersebut adalah Meningkatkan akses 

dan mutu pendidikan sekolah menengah dan khusus dengan indicator APK SM Sederajat 

menunjukan realisasi sebesar 105%, APM SM Sederajat menunjukan realisasi sebesar 74,45%, 

Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4 sebesar 94,25%, Persentase 

Guru SMA/LB bersertifikasi  menunjukan realisasi sebesar 47,34%, Persentase Guru SMK 

berkualifikasi akademik minimal S1/D4 sebesar 95,36% dan Persentase Guru SMA/LB 

bersertifikasi  menunjukan realisasi sebesar 41,75%, sedangkan  
 

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka 

menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara ini periode 2024-2026 yaitu terdapat pada jumlah indiKator Dimana indicator 

kinerja sesuai realisasi kinerja Tahun 2024 memiliki 3 Indikator sedangkan indikator kinerja 

sesuai dokumen perencanaan strategis organisasi memiliki 6 indikator yang di jelaskan  

dibawah ini : 
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Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

 

Pada Tahun 2024 memiliki 2 (Dua) sasaran strategis mencakup 3 (Tiga) indikator 

kinerja diantaranya, sasaran strategis pertama tersebut ada Meningkatnya Akses dan layanan 

pendidikan dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%, dengan 

realisasi 9,93% terhadap capaian sebesar 100,20% dan Harapan Lama Sekolah memiliki target 

13,56%, dengan realisasi 13,49% terhadap capaian sebesar 99,48%; Sasaran Kedua, 

Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator kinerja Persentase capaian 

No. Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2024 

Target Jangkah Menengah Rencana 

Strategis 

2024 2025 2026 

1 

Meningkatnya 
Akses dan 
Layanan 
Pendidikan 

Rata-rata Lama 
Sekolah 

 

103,11 9,91 10,01 10,11 

Harapan Lama 
Sekolah 

 

71,61 
13,56 13,68 13,81 

2 

Meningkatnya 
Kualitas dan Mutu 
Pendidikan 

Persentase 
capaian SPM 
Pendidikan 
Menengah 

63,10 70,5 - - 

Perbandingan 

1 Meningkatkan 
pemerataan akses 
dan kualitas 
pendidikan 

Rata-rata Lama 
Sekolah 

 
103,11 9,91 10,01 10,11 

Harapan Lama 
Sekolah 

 

71,61 

13,56 13,68 13,81 

APK SM 
Sederajat 

 
103,11 97,44 98,14 99,14 

APM SM 
Sederajat 

 

71,61 71,49 73,19 82,61 

Persentase 
Guru SMA/LB 
Bersertifikasi 

 

51,52 56,10 57,40 58,70 

Persentase 
Guru SMK 

Bersertifikasi 
 

44,67 42,70 43,40 44,10 
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SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5 %, dengan realisasi 63,10% terhadap capaian 

sebesar 89,50% 
 

➢ Indicator kinerja sesuai realisasi kinerja Tahun 2024 

1 Indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki realisasi kinerja tahun 2024 

sebesar 103,11% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada 

rencana Strategis (Renstra 2024-2026 ) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 

menunjukan target sebesar 9,91% ,Tahun 2025 menunjukan target sebesar 10,01% 

dan Tahun 2026 menunjukan target sebesar 10,11%; 

2 Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah memiliki realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 

71,61% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada rencana 

Strategis  ( Renstra 2024-2026 ) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 menunjukan target 

sebesar 13,56% , Tahun 2025 menunjukan target sebesar 13,68% dan Tahun 2026 

menunjukan target sebesar 13,81%; 

3 Indikator kinerja Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah Sekolah memiliki 

realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 63,10% , Dimana target yang ditetapkan sesuai 

jangka menengah pada rencana Strategis  (Renstra 2024-2026 ) dapat dijelaskan pada 

Tahun 2024 menunjukan target sebesar 70,5% , selanjutnya Tahun 2025 dan Tahun 

2026 tidak dilanjutkan target indikator ; 

 

Sedangkan ; 
 

➢ Indikator Kinerja sesuai dokumen perencanaan strategis organisasi memiliki 6 indikator 

meliputi: 

1 Indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki realisasi kinerja tahun 2024 

sebesar 103,11% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada 

rencana Strategis (Renstra 2024-2026) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 

menunjukan target sebesar 9,91% , Tahun 2025 menunjukan target sebesar 10,01% 

dan Tahun 2026 menunjukan target sebesar 10,11%; 
 

2 Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah memiliki realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 

71,61% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada rencana 

Strategis (Renstra 2024-2026) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 menunjukan target 

sebesar 13,56% , Tahun 2025 menunjukan target sebesar 13,68% dan Tahun 2026 

menunjukan target sebesar 13,81% 
 

3 Indikator kinerja APK SM Sederajat memiliki realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 

103,11% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada rencana 

Strategis (Renstra 2024-2026) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 menunjukan target 

sebesar 97,44%, Tahun 2025 menunjukan target sebesar 98,14% dan Tahun 2026 

menunjukan target sebesar 99,14% 
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4 Indikator kinerja APM SM Sederajat memiliki realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 

71,61% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada rencana 

Strategis (Renstra 2024-2026) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 menunjukan target 

sebesar 71,49% , Tahun 2025 menunjukan target sebesar 73,19% dan Tahun 2026 

menunjukan target sebesar 82,61% 
 

5 Indikator kinerja Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi memiliki realisasi kinerja 

tahun 2024 sebesar 51,52% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah 

pada rencana Strategis (Renstra 2024-2026) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 

menunjukan target sebesar 56,10% , Tahun 2025 menunjukan target sebesar 57,40% 

dan Tahun 2026 menunjukan target sebesar 58,70%; 
 

6 Indikator kinerja Persentase Guru SMK bersertifikasi memiliki realisasi kinerja tahun 

2024 sebesar 44,67% , Dimana target yang ditetapkan sesuai jangka menengah pada 

rencana Strategis (Renstra 2024-2026) dapat dijelaskan pada Tahun 2024 

menunjukan target sebesar 42,70% , Tahun 2025 menunjukan target sebesar 43,40% 

dan Tahun 2026 menunjukan target sebesar 44,10% 
 

 

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan dengan 

penjelasan dibawah ini : 
 

TABEL 3.4 PERBANDIGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (PROVINSI ACEH) 

 

➢ Indikator kinerja  

1 Perbandingan persentase Indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki realisasi 

kinerja tahun 2024 sebesar 9,93% dengan capaian sebesar 100,20% Sedangkan 

menurut Standar Provinsi  Aceh menunjuk pada realisasi kinerja sebesar 9,49% ; 

2 Perbandingan Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah memiliki realisasi kinerja 

tahun 2024 sebesar 13,49 % dengan capaian sebesar 99,48%, Sedangkan menurut 

Standar Provinsi  Aceh dengan realisasi kinerja sebesar 14,39% ; 

No Indikator Kinerja 

Realisasi  
Tahun 2024 

(%) 

Capaian  Tahun 
2024 
(%) 

Standar 
Nasional/Provinsi 

(1) (2) (4) (5)= 4/3x100% 6 (Sumber data) % 

1 Rata-rata Lama Sekolah 9,93 100,20 9,49 (Prov.Aceh) 

2 Harapan Lama Sekolah 13,49 99,48 14,39 (Prov.Aceh) 

3 Persentase capaian SPM 
Pendidikan Menengah 

63,10 89,50 86,11 (Prov.Aceh) 
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3 Perbandingan Indikator kinerja Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah 

memiliki realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 63,10 Sedangkan menurut Provinsi Aceh  

dengan realisasi kinerja sebesar 86,11%  
 

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 
 

Untuk mengetahui Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.5.1 Indikator Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya 

Keterjangkauan 

Akses Belajar 

Rata-rata Lama 

Sekolah 

9,91% 9,93% 100,20% 

2 Meningkatnya 

ketersediaan Akses 

Pembiayaan dan 

Layanan Pendidikan 

Harapan Lama 

Sekolah 

13,56% 13,49% 99,49% 

3 Meningkatnya 

Kualitas dan Mutu 

Pendidikan indikator 

kinerja 

Persentase 

capaian SPM 

Pendidikan 

Menengah 

70,5% 63,10% 89,50% 

 

Sasaran Strategis Pertama, Meningkatnya Keterjangkauan Akses Belajar dengan indikator 

kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%, dengan realisasi 9,93% dan 

memperoleh capaian persentase sebesar 100,20% dan disertai: 

• Analisis keberhasilan berfokus pada jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk 

dalam pendidikan formal,  

• Analisis kegagalan berfokus pada Mutu guru, kurikulum yang tidak relevan, atau fasilitas 

pendidikan yang tidak memadai dapat menurunkan minat dan motivasi siswa untuk 

belajar,  

• Solusi yang dilakukan meliputi peningkatan aksesibilitas pendidikan, peningkatan 

kualitas pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan 

 



 

38 
 

Sasaran Strategis Kedua, Meningkatnya ketersediaan Akses Pembiayaan dan Layanan 

Pendidikan Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,56%, dengan realisasi 13,49% dan 

memperoleh capaian persentase sebesar 99,49% dan disertai : 

• Analisis keberhasilan berfokus pada peningkatan jumlah tahun sekolah yang diharapkan 

dapat dirasakan oleh penduduk pada usia tertentu, serta indikator lain seperti 

peningkatan angka kelulusan dan rata-rata nilai ujian, 

• Analisis kegagalan berfokus pada Kurangnya jumlah guru berkualitas dapat 

menghambat proses pembelajaran dan mengurangi minat siswa untuk melanjutkan 

Pendidikan dan Bangunan sekolah yang tidak memadai, serta minimnya fasilitas, 

• Solusi yang dilakukan meliputi peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah, serta 

penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan 
 

Sasaran Strategis Ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan indikator kinerja 

Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5%, dengan realisasi 

63,10% dan memperoleh capaian persentase sebesar 89,50% dan disertai 

• Analisis keberhasilan, meliputi dari Pengumpulan data mengenai persentase capaian 

SPM Pendidikan Menengah yang sebenarnya terjadi, Perbandingan persentase capaian 

yang sebenarnya dengan target yang telah ditetapkan dan Cari tahu faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pencapaian indikator. 

• Analisis kegagalan meliputi Kurangnya alokasi dana yang memadai untuk program-

program pendidikan menengah, Kondisi fisik sekolah, ketersediaan fasilitas belajar, dan 

aksesibilitas transportasi, Data yang tidak akurat atau pelaporan yang terlambat dan 

Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti sekolah, dinas pendidikan, 

dan orang tua, dapat menghambat efektivitas program.  

• Solusi yang dilakukan meliputi Memastikan ketersediaan guru yang merata di semua 

sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan kekurangan guru, Membangun lebih 

banyak sekolah, terutama di daerah yang membutuhkan, Melakukan evaluasi dan 

monitoring secara berkala, dan Meningkatkan koordinasi antar dinas pendidikan, 

sekolah, dan instansi terkait untuk memastikan implementasi SPM berjalan lancar 
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PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN  

Perbandingan Kinerja dapat dicapai dengan mencapai dengan table dibawah ini :  

            Tabel 3.5.2. Tabel Perbandingan Pencapain Kinerja dengan anggaran tujuan dan sasaran 

 

1) Sasaran Strategis Pertama,  tentang Meningkatnya Keterjangkauan Akses Belajar dengan 

indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%, dengan realisasi 9,93% 

dan memperoleh capaian persentase sebesar 100,20%;  

2) Sasaran Strategis Kedua, Meningkatnya ketersediaan Akses Pembiayaan dan Layanan 

Pendidikan Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,56%, dengan realisasi 13,49% dan 

memperoleh capaian persentase sebesar 99,49%;  

3) Sasaran Strategis Ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator 

kinerja Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5%, dengan 

realisasi 63,10% terhadap capaian sebesar 89,50% . Untuk mendukung sasaran strategis 

tersebut berasal dari Anggaran APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 

Rp. 3.814.751.260.084 dengan realisasi sebesar Rp 3.617.062.563.353. didapat capaian 

dengan persentase 94,82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sasaran  Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Anggaran 

APBD (Rp) 

Target % 
Tahun 
2024 

Realisasi 
%  Tahun 

2024 

Capaian 
% Tahun 

2024 

Capaian 
(%) 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6)= 5/4x100%  

 1 
 

 
2 
 
 

 
3 

Meningkatnya 
Keterjangkauan Akses 
Belajar 

Rata-rata 
Lama Sekolah 

Rp. 
3.814.751.260.084 

9,91 9,93 100,20 

94,82 

Meningkatnya 
ketersediaan Akses 
Pembiayaan dan Layanan 
Pendidikan 

Harapan 
Lama Sekolah 

13,56 13,49 99,49 

Meningkatnya Kualitas 
dan Mutu Pendidikan 

Persentase 
capaian SPM 
Pendidikan 
Menengah 

70,5 63,10 89,50 
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3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada penjelasan 

dibawah ini : 

 

Tabel 3.6 Penyajian Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya 
 

NO Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

Keterjangkauan 

Akses Belajar 

Rata-rata Lama 

Sekolah 9,91% 9,93% 100,20% 

2 Meningkatnya 

ketersediaan 

Akses 

Pembiayaan dan 

Layanan 

Pendidikan 

Harapan Lama 

Sekolah 

13,56% 13,49% 99,49% 

3 Meningkatnya 

Kualitas dan Mutu 

Pendidikan 

indikator kinerja 

Persentase 

capaian SPM 

Pendidikan 

Menengah 

70,5% 63,10% 89,50% 

 

Dalam Penyajian ini sapat disajikan meliputi : 

1) Sasaran Strategis Pertama, Meningkatnya Keterjangkauan Akses Belajar dengan 

indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah memiliki target 9,91%, dengan realisasi 9,93% 

dan memperoleh capaian persentase sebesar 100,20% dan disertai: 

2) Sasaran Strategis Kedua, Meningkatnya ketersediaan Akses Pembiayaan dan Layanan 

Pendidikan Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,56%, dengan realisasi 13,49% dan 

memperoleh capaian persentase sebesar 99,49% ; 

3) Sasaran Strategis Ketiga, Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator 

kinerja Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah memiliki target 70,5%, dengan 

realisasi 63,10% terhadap capaian sebesar 89,50%  
 

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini: 

a. Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan meliputi: 
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1. Pengembangan sistem data pendidikan yang akurat dan terpadu, 

2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan; 

3. Perencanaan dan pelaporan telah didukung oleh sistem informasi sehingga bersifat 

transparan dan akuntabel; 

4. Evaluasi efektivitas program pelatihan guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran; 

5. Memastikan laporan kinerja disusun secara akurat dan tepat waktu 

6. Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi yaitu 

dukungan integrasi data dari SKPD lain 

 

b. Analisis Kegagalan Program dan Kegiatan meliputi : 

1. Kurangnya anggaran, tenaga ahli, atau sarana prasarana dapat menghambat 

pencapaian tujuan program; 

2. Kurangnya Analisis Kebutuhan yang mengakibatkan adanya analisis kebutuhan yang 

mendalam dapat mengakibatkan program dan kegiatan tidak relevan dengan 

permasalahan yang ada, 

3. Rencana aksi yang tidak rinci dapat menyulitkan pelaksanaan dan pemantauan 

program, 

4. Koordinasi yang buruk antar unit kerja atau dengan pihak terkait dapat menghambat 

kelancaran pelaksanaan program. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan 

serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.7.1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 
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Sumber : Realisasi Keuangan s.d 31 Desember 202
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BAB IV 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN UMUM 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan laporan ini sejalan dengan amanat 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagaimana diharapkan oleh 

seluruh pemangku kepentingan. 

LKjIP Tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja 

serta hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan. Secara 

umum, capaian kinerja fisik pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 mencapai 97,64%, 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.617.062.563.353,- atau 94,82%. Capaian ini 

mencerminkan keseriusan dan konsistensi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Utara dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, 

meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus dibenahi. 

Capaian kinerja utama menunjukkan bahwa indikator Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) tercapai sebesar 100,20% dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tercapai sebesar 

99,49%. Hal ini menandakan akses dan layanan pendidikan relatif terjaga. Namun, 

persentase SPM Pendidikan Menengah baru mencapai 89,50%, yang menunjukkan 

masih adanya kesenjangan mutu layanan pendidikan. Secara keseluruhan, kinerja tahun 

2024 dapat dikategorikan cukup berhasil dalam menjaga akses pendidikan, meskipun 

peningkatan mutu tetap menjadi fokus utama. 

Realisasi anggaran menunjukkan bahwa dari total alokasi sebesar Rp 3,81 triliun, 

realisasi mencapai Rp 3,61 triliun atau 94,82%. Tingkat penyerapan anggaran ini dapat 

dikatakan tinggi dan sebagian besar program serta kegiatan telah berjalan sesuai 

rencana. Meskipun demikian, beberapa kegiatan masih menghadapi kendala, terutama 

terkait keterbatasan sarana prasarana serta distribusi sumber daya manusia pendidikan. 

Langkah-langkah perbaikan ke depan dilakukan dengan peningkatan akses dan 

layanan pendidikan, melalui perluasan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di 

wilayah dengan partisipasi sekolah yang rendah, penyediaan bantuan pendidikan bagi 
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keluarga miskin melalui optimalisasi beasiswa, subsidi, dan BOS daerah, serta 

pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh di daerah terpencil dan kepulauan. 

Selanjutnya, penguatan kualitas dan mutu pendidikan dilaksanakan dengan 

penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi guru SMA, SMK, dan SLB sesuai 

bidangnya, perluasan jumlah guru tersertifikasi melalui percepatan proses sertifikasi 

pendidik, serta pelaksanaan evaluasi mutu sekolah secara periodik berbasis data Rapor 

Pendidikan. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan akan dilakukan dengan 

pemetaan kebutuhan sarana di seluruh kabupaten/kota, pembangunan sarana khusus 

bagi siswa berkebutuhan khusus (SLB), serta integrasi pembangunan sarana prasarana 

sekolah dengan perencanaan pembangunan daerah agar pemerataan lebih terjamin. 

Penguatan manajemen dan tata kelola pendidikan ditempuh dengan 

optimalisasi sistem informasi manajemen pendidikan berbasis digital, peningkatan 

kapasitas operator data sekolah melalui bimbingan teknis yang berkesinambungan, 

serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi konsisten terhadap program prioritas 

pendidikan di seluruh Cabang Dinas. Selain itu, penguatan kemitraan dan sinergi lintas 

sektor dilaksanakan dengan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia 

industri (DUDI) untuk mendukung link and match kurikulum SMK, melibatkan peran 

komite sekolah, dewan pendidikan, dan organisasi profesi guru dalam pembangunan 

pendidikan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk 

pembangunan sarana pendidikan. 

Adapun penguatan pendidikan karakter dan inovasi dilakukan melalui 

pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan budaya Sumatera Utara, 

penyelenggaraan program pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kewirausahaan 

siswa di sekolah, serta dorongan terhadap kreativitas siswa melalui lomba inovasi, 

penelitian, dan kegiatan ekstrakurikuler berjenjang. 

Dengan tersusunnya LKjIP ini, pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal 

diharapkan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2024. LKjIP ini sekaligus menjadi instrumen 

evaluasi serta acuan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan di tahun-tahun 

mendatang dengan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. 
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Lampiran 1 – Bagian 1 

Perjanjian Kinerja Murni I (Pertama) Kepala Dinas Tahun 2024 
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Bagian 2 - Perjanjian Kinerja Murni I (Pertama) Kepala Dinas Tahun 2024 
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Lampiran 2 – Bagian 1 

Perjanjian Kinerja Murni (Perubahan) Kepala Dinas Tahun 2024 
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Bagian 2 - Perjanjian Kinerja Murni (Perubahan) Kepala Dinas Tahun 2024 
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Lampiran 3– Bagian 1 

  Perubahan  Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024 
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Bagian 2 

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

Lampiran 4 Matriks Renstra (3 tahun) 

Diisi matriks Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun 
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Lampiran  5  

PRESTASI DINAS PENDIDIKAN PROVSU TAHUN 2024 : 

1) Pengelolaan Pendidikan Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), 

(Disediakan dengan data terlampir bentuk format excel) 
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2. Pengelolaan Pendidikan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), (Disediakan dengan data terlampir bentuk format Pdf) 
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3) Pengelolaan Pendidikan Khusus (PK). 
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DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA 

Jl. TeukuCikditiro No. 1-D Medan  

Telp. (061) 4532710, Fax. 4532710 Website: http:// 
disdik.sumutprov.go.id,  

E-mail:disdik@sumutprov.go.id 


